
 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

 

NOMOR : 40 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 12 

TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  

 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian 

prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah 
serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu 

dilakukan perubahan Peraturan Walikota Bukittinggi 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014; 

  b bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota  
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  
 

 
 



 

 
 
 

 
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165), Tambahan Lembaran 
Negara Repuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 

 



 

 

 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 

2013; 
 
 



 

 
 
 

  26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 
5); 

  27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 

58); 
  28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 
Nomor 03); 

  29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); 
  30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07); 
  31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10); 
  32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9); 

  33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor  12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 

10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun 2013 Nomor 10); 

  34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11); 
  35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran  
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14); 

  36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4); 
 
 

 



 

 
 

  37. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2014. 

  MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 12 TAHUN 

2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014. 

Pasal I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 (Berita Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 2 

   Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2014 
merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan 
yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

RKPD sampai dengan triwulan II yang menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan 

dan perubahan ini dimaksudkan guna menjamin 
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, 
efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan 

sasaran pembangunan nasional dan daerah, program 
dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi 

landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun 
Perubahan APBD. 

  2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 3 

   Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2014 memiliki 

tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :  
1. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2014. 

2. Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2014. 

3. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

  3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 

   Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2014 memuat 
evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 

2014 sampai dengan triwulan II dan rencana program 
dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD. 



 

 
 
 

  4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 5 
 

   (1) Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2014, 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan  
BAB II     : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 

Sampai Dengan Triwulan II 
BAB III    : Rencana Program dan Kegiatan 

Prioritas Daerah dalam Perubahan 

RKPD 
BAB IV    :  Penutup 

 

(2) Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2014 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 
 

   Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 
 

Ditetapkan di  : Bukittinggi 

pada tanggal :   26 September 2014   
           

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
 

dto 
 

ISMET AMZIS 

 
Diundangkan di  : Bukittinggi 
pada tanggal  :   26 September 2014 

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI  

 
 
    dto 

 
              YUEN KARNOVA 

  
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR  40 
 

 
 

 


